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Kota Makassar, Dibimbing Oleh Andi Sofyan dan Dara Indrawati. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab 
terjadinya pelanggaran lalu lintas secara masif yang dilakukan oleh 
pengantar jenazah di kota Makassar. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Makassar. Data yang 
diperoleh adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik 
wawancara, analisis kuantitatif dan dipaparkan secara deskriptif. 
Hasil penelitian yang diperoleh dari skripsi  ini adalah bahwa faktor-
faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas secara masif yang 
dilakukan oleh pengantar jenazah di kota Makassar yaitu antara lain : 
Disebabkan oleh Faktor dari diri sendiri (manusianya), faktor tidak dikawalnya 
oleh kepolisian, faktor dari keluarga jenazah yang memaksakan sehingga 
para pelanggar ngebut. dan kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh para 
pengantar jenazah.  
Adapun upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penegak 
hukum yaitu upaya preventif dengan meningkatkan sosialisasi penyuluhan 
untuk menambah pemahaman masyarakat agar tidak melakukan 
pelanggaran lalu lintas utamanya pada saat mengantar jenazah sehingga 
masyarakat bisa terhindar dari bahaya. Selain upaya preventif yang dilakukan 
oleh penegak hukum ada pula upaya represifnya yaitu pengamanan yang 
dilakukan oleh para penegak hukum terhadap para pengantar jenazah pada 
saat mereka berkelahi di jalan, merusak fasilitas-fasilitas umum yang ada, 
merusak kendaraan-kendaraan yang ada di jalan, serta pada saat mereka 
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A. Latar Belakang Masalah 
 
Disiplin sangatlah dibutuhkan di seluruh aspek kehidupan. 
Masyarakat sebagai subjek hukum harus patuh dan disiplin terhadap 
aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan 
kedisiplinan yang baik, terkadang terasa lebih menguntungkan apabila 
melakukan hal yang sebaliknya misalnya dalam disiplin berlalu lintas.   
Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena 
yang umum terjadi di kota-kota besar di negara-negara yang sedang 
berkembang. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya  
jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya 
aktifitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang 
beraneka ragam dan pertambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat 
dibandingkan dengan pertambahan prasarana jalan yang 
mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas, contohnya kemacetan 
dan kecelakaan. Di negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran 
tertib di jalan raya masih rendah sehingga untuk menemukan 
pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan, terutama pengendara 
mobil dan motor, cukup mudah. Mulai dari pengendara motor berjalan 
melawan arah, tidak menggunakan helm, mobil menerobos lampu 
merah, hingga angkutan umum yang berhenti tidak pada tempatnya. 
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            Salah satu permasalahan di kota kecil yakni: 
Lalu lintas di kota kecil tidak memiliki masalah sekompleks di kota 
besar. Masyarakat yang cenderung homogen dan jumlah penduduk 
yang sedikit membuat suasana lalu lintas di daerah cenderung terlihat 
lebih manusiawi dibandingkan di kota besar. Kita tidak akan 
menemukan kemacetan yang panjang yang memakan waktu berjam-
jam. Sukar pula kita untuk menemukan pengendara kendaraan 
bermotor yang kusut mukanya karena lama mengendarai kendaraan. 
  Meskipun demikian, bukan berarti keadaan selalu baik-baik 
saja. Ada juga sejumlah insiden terkait lalu lintas dan angkutan jalan. 
Insiden yang terjadi di kota kecil atau daerah lebih banyak terjadi 
kecelakaan, mungkin karena kelalaian atau kurangnya kedisiplinan 
yang dimiliki oleh para pengguna jalan yang terlena dengan kondisi 
jalan yang sepi sehingga kerap mengabaikan keselamatan. Misalnya 
saja kebiasaan bermotor tanpa mengenakan helm karena 
beranggapan hanya berkendara untuk jarak dekat. Belum lagi tingkah 
pengendara mobil atau motor yang tidak memberi tanda saat 
membelok. 
Permasalahan yang terjadi di kota besar yakni: 
 Permasalahan lalu lintas di kota-kota besar Indonesia cukup 
banyak. Penduduk yang heterogen dengan jumlah yang besar menjadi 
perhatian utama dalam mengatasi problem lalu lintas dan angkutan 
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jalan. Pertumbuhan penduduk yang terjadi setiap tahun, secara 
otomatis membuat permintaan akan kebutuhan alat transportasi 
meningkat, baik transportasi umum maupun pribadi. 
  Di tengah kondisi seperti itu, fasilitas angkutan umum juga 
memprihatinkan sehingga tidak ada pilihan lain dari para pengguna 
jalan selain menggunakan kendaraan pribadi. Hampir semua kota-kota 
besar di Indonesia, pola angkutan umum yang digunakan masih 
mengacu pada sistem angkutan umum di kota kecil. Kota seperti 
Makassar, Jakarta, Surabaya, dan Medan masih menggunakan jasa 
angkutan kota (angkot). Kapasitas angkut yang terbatas dan jumlah 
penduduk yang cukup banyak membuat jalanan semakin padat. Belum 
ada jaringan angkutan umum terpadu yang bisa diandalkan.  
  Di Negara-negara maju, angkutan umum justru dirancang 
seefisien mungkin. Kapasitas angkut yang besar, kenyamanan dan 
ketepatan waktu menjadi keunggulan angkutan umum di Negara yang 
maju. Sistem angkutan umum tidak dirancang dengan jumlah banyak, 
tetapi dirancang dengan mengutamakan kapasitas angkut.  
Fasilitas angkutan umum yang berantakan juga berbanding 
lurus dengan rencana penambahan ruas jalan. Arus urbanisasi yang 
terus mengalir setiap tahun, membuat tanah kosong di kota besar 
semakin langka dan membuat pembangunan jalan baru semakin sulit. 
Para pendatang baru itu juga membawa kebiasaan berkendara di 
daerah ke kota, membuat keadaan di jalan raya semakin padat, 
4 
 
dengan perilaku disiplin yang rendah. Jumlah kendaraan yang tidak 
sebanding dengan jalan, kebiasaan mengendara yang buruk, dan 
tidak adanya angkutan umum yang memadai secara otomatis 
menyebabkan kemacetan terjadi di berbagai tempat. Jarak tempuh 
semakin panjang dan lama. 
Berkaca dari kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang 
beraneka ragam seperti itu, tentu saja membutuhkan aturan untuk 
menciptakan keteraturan, ketertiban, dan menjamin keselamatan 
masing-masing pengguna jalan. Aturan tersebut dapat dijadikan 
sebagai rujukan untuk memecahkan masalah seputar lalu lintas dan 
angkutan jalan. Beberapa tahun yang lalu pemerintah mengeluarkan 
undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang baru. 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan menggantikan Undang-Undang Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan (UU LLAJ) Nomor 14 Tahun 1992. Peraturan baru ini 
lebih rinci dan memiliki konsekuensi yang cukup berat bagi para 
pelanggar. 
Transportasi darat di Kota Makassar yang kelihatannya makin 
hari semakin berkembang merupakan suatu masalah yang sangat 
esensial untuk dipecahkan karena hal tersebut merupakan kebutuhan 
primer masyarakat. realitas menunjukkan bahwa jalan raya di Kota 
Makassar sekarang ini tidak mampu mengimbangi pertambahan 
kendaraan, baik roda dua, roda empat, becak dan lebih terkhusus lagi 
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angkutan umum (pete-pete dan taksi). Sehingga sering menimbulkan 
terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Keadaan tersebut 
semakin bertambah parah karena banyak pengguna jalan raya kurang 
memahami peraturan lalu lintas jalan raya. Sebagaimana dapat 
disaksikan di sepanjang jalan pettarani, daya, dan tempat-tempat 
lainnya masih banyak tukang becak yang mengayuh becaknya di 
jalan-jalan terlarang, sopir-sopir angkutan umum sering berhenti di 
sembarang tempat dan tidak menyalakan wesernya pada saat ingin 
singgah atau berhenti, serta banyak pejalan kaki yang menyebrang 
dengan seenaknya bukan di zebra cross. 
Di Indonesia pada umumnya, dan Kota Makassar pada 
khususnya kesadaran hukum warga masyarakatnya masih sangat 
rendah, antara lain sebagian warga masyarakat khususnya di Kota 
Makassar tidak mematuhi tata tertib lalu lintas sehingga sering terjadi 
konflik antara pengguna jalan dengan aparat kepolisian. Hal tersebut 
terbukti bahwa masih banyak pengemudi kendaraan bermotor yang 
tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) atau tidak mempunyai 
peralatan kendaraan yang lengkap, atau dengan kata lain tidak 
lengkap baik surat-suratnya maupun peralatan kendaraan lainnya. 
Akibat banyaknya pelanggaran ketertiban lalu lintas yang terjadi. 
Pelanggaran lalu lintas yang terjadi khususnya di Kota 
Makassar yang saat ini  semakin hari semakin meresahkan yaitu para 
pengendara motor yang secara masif (bersama) mengantar jenazah. 
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Setiap mengantar jenazah para pengendara motor pengantar jenazah 
tersebut melakukan pelanggaran diantaranya tidak memakai helm, 
bonceng tiga, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan sering kali 
membawa kayu atau bambu yang mereka gunakan untuk menyuruh 
para pengendara motor atau mobil minggir. Saat ini sangat jarang kita 
temui pengendara motor pengantar jenazah yang tertib lalu lintas.   
Pelanggaran tersebut tidak jarang mengakibatkan kecelakaan. 
Kecelakaan yang melibatkan kendaraan motor maupun mobil di jalan 
raya yang terjadi karena hal-hal teknis, misalnya para pengendara 
motor yang secara sengaja memukul mobil atau motor yang tidak mau 
minggir pada saat para pengendara motor pengantar jenazah 
menyuruhnya minggir, para pengendara motor dan mobil merasa 
keberatan jalannya diambil secara paksa dan sangat tidak disiplin, 
serta kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh para pengendara motor 
pengantar jenazah yang mengakibatkan mereka melakukan perbuatan 
yang semena-mena di jalan raya. Dengan melihat fenomena yang 
terjadi di masyarakat seperti itu, maka sangatlah tidak patut untuk 
dicontoh perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri 
maupun orang lain. 
Berdasarkan hal tersebut, maka penyelesaian pelanggaran lalu 
lintas dilakukan secara “damai” yang sebenarnya bertentangan 
dengan hukum yang berlaku. Seharusnya polisi lalu lintas tidak 
melakukan hal tersebut, karena perbuatan atau tindakan demikian 
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bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP). 
Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, 
maka  penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul 
“TINJAUAN  KRIMINOLOGIS  PELANGGARAN LALU LINTAS 
SECARA MASIF YANG DILAKUKAN OLEH PENGANTAR 
JENAZAH DI KOTA MAKASSAR 
 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan 
masalah dalam penulisan proposal ini adalah : 
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu 
lintas secara masif yang dilakukan oleh pengantar jenazah di Kota 
Makassar? 
2. Bagaimanakah upaya untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas 




C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya 
pelanggaran lalu lintas secara masif yang dilakukan oleh pengantar 
jenazah di Kota Makassar. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis  upaya penanggulangan 
pelanggaran lalu lintas secara masif yang dilakukan oleh pengantar 
jenazah di Kota Makassar. 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Memberikan informasi mengenai perkara pelanggaran lalu lintas 
secara masif yang dilakukan oleh pengantar jenazah di Kota Makassar 
baik kepada perguruan tinggi maupun terhadap masyarakat. 
2. Sebagai bahan pengetahuan yang dapat dijadikan bahan 
pertimbangan dalam menilai dan memecahkan masalah pelanggaran 
lalu lintas yang terjadi di Kota Makassar. 
3. Sebagai suatu karya yang dapat dijadikan referensi bagi para peneliti 
















A. Pengertian Kriminologi 
Ilmu kriminologi lahir pada abad ke-19 yang lampau sejak 
dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lambroso (1876) mengenai teori 
tentang atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai 
hubungan sebab akibat bersama-sama dengan Enrico Ferri sebagai tokoh 
aliran lingkungan dari kejahatan. Kriminologi pertengahan abad XX telah 
membawa perubahan pandangan dari semula kriminologi menyelidiki kausa 
kejahatan dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya 
kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari 
kekuasaan (negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para 
penjahat baru dalam masyarakat,dan baru dimulai pada tahun 1830. Ilmu ini 
muncul bersama dengan dimulainya orang mempelajari sosiologi. Embrio 
kriminologi ini ditemukan pada catatan-catatan lepas para penulis yang 
menyinggung soal kejahatan.  
Kriminologi yang memandang bahwa Negara (kekuasaan) adalah 
penyebab dari kejahatan dan seharusnya bertanggung jawab atas 
merebaknya kejahatan yang dikenal sebagai aliran kriminologi kritis. Aliran 
kriminologi kritis telah berusaha membalikkan sejarah dan arah 
perkembangan studi kejahatan dengan menegaskan bahwa perundang-
undanganlah yang mengakibatkan munculnya kejahatan. Pendapat aliran 
kriminologi kritis tersebut harus diartikan bahwa didalam perkembangan 
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kejahatan maka peranan Negara yang nota bene pengatur ketertiban dan 
keamanan dalam masyarakat, sangat besar sehingga setiap proses 
pembentukan perundang-undangan  (pidana) secara langsung atau tidak 
langsung merupakan  proses kriminalisasi. 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan 
dari berbagai aspek. Nama Kriminologi pertama kali dikemukakan oleh 
P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi terdiri 
dari dua suku kata yakni kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang 
berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti tentang kejahatan. 
(A.S Alam,2010:1) 
Beberapa sarjana terkemuka memberikan defenisi kriminologi (A.S 
Alam, 2010:1-2) sebagai berikut: 
1.) Edwin H.Sutherland: Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang 
membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial. 
2.) J.Constant : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 
menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya 
kejahatan dan penjahat. 
3.) WME.Noach : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki 
gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-
musabab serta akibat-akibatnya 
4.) W.A Bonger : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 
menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya(kriminologis teoritis atau 
murni), sedangkan kriminologis teoritis adalah ilmu yang berdasarkan 
pengalaman seperti ilmu pengetahuan lain yang mempelajari gejala-
gejala dan mencoba menyelidiki sebab dari gejala tersebut (etimologi) 





W.A. Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa,2010: 9-10) bagian-
bagian kriminologis antara lain: 
1. Antropologi kriminal, ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat, satu 
bagian dari  alam. 
2. Sosiologi kriminal, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu 
gejala masyarakat, jadi pokoknya tentang sampai dimana letak sebab-
sebab kejahatan didalam masyarakat (etiologi sosial) dalam arti ini,juga 
termasuk penyelidikan lingkungan fisiknya. 
3. Psikologi Kriminal, ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari 
sudut ilmu jiwa penjahat, dapat ditunjukkan semata-mata kepada 
kepribadian perorangan. 
4. Psiko dan Neuro Patologi, ilmu pengetahuan tentang penjahat yang 
dihinggapi sakit jiwa urat saraf. 
5. Penologi, ilmu pengetahuan tentang timbul dan tumbuhnya hukuman serta 
arti dan manfaatnya. 
 
Abdul Syani (1987:9) memberikan rumusan kriminologi dianggap 
bagian dari science yang dengan penelitian empiris berusaha memberi 
gambaran tentang fakta-fakta kriminologi dipandangnya sebagai suatu istilah 
global untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian tidak 
mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja. 
 
Moeljatno (1986: 6) mengemukakan bahwa kriminologi merupakan 
ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek serta 
tentang orang-orang yang bersangkutan pada kejahatan dan kelakuan-
kelakuan jelek itu, dalam kejahatan yang dimaksud pada pelanggaran, 
artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana dan 
kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan. 
 
G.P Hoefnagel (Mulyana W. Kusuma, 1984:20) memberikan defenisi 
bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang untuk 
sebagian dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan 
serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas dan deksiminalisasi, 
situasi kejahatan-penjahat-masyarakat, sebab-sebab dan hubungan sebab-
sebab kejahatan serta reaksi-reaksi dan respon-respon resmi dan tidak resmi 
terhadap kejahatan,penjahat, dan masyarakat oleh pihak diluar penjahat itu 
sendiri. 
 
Paul Moedigdo Moeliono (Topo Santoso, 2001:11) mengemukakan 
bahwa kriminologi sebagai ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, sedangkan 
masalah manusia menunjukkan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial 
karena kejahatan merupakan masalah manusia, maka kejahatan hanya 
dapat dilakukan manusia. Agar makna kejahatan jelas, perlu memahami 
eksistensi manusia. 
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Soedjono Dirdjosisworo (1984: 28) mengemukakan bahwa kriminologi 
merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, 
mempelajari cara-cara memperbaiki kejahatan dan cara-cara mencegah 
kemungkinan timbulnya kejahatan. 
 
 Soedjono Dirdjosisworo (1984: 28) memberikan batasan tentang 
tujuan tertentu dari kriminologi, yaitu : 
1. Memperoleh gambaran yang lebih baik dan mendalam mengenai 
perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang 
mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma 
hukum. 
2. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk memperoleh pengertian 
kriminologis dalam melaksanakan kebijaksanaan social yang dapat 
mencegah atau mengurangi dan menanggulangi kejahatan. 
 
Romli Atmasasmita (1987: 1-2) mengemukakan bahwa kriminologi 
adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode-metode ilmiah 
dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman pola-pola 
dan faktor-faktor sebab musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan 
penjahat, serta reksi sosial terhadap kedua-duanya. 
 
Kriminologi terbagi atas dua bagian yaitu : 
1. Kriminologi dalam arti sempit mempelajari kejahatan. 
2. Kriminologi dalam arti luas yaitu penology dan metode-metode yang 
berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dalam 
tindakan-tindakan non punitive, secara tegas dapat diartikan bahwa 
batas kejahatan dalam arti yuridis adalah tingkah laku manusia yang 
dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. 
Rusli Effendy (1983: 52) menyatakan bahwa objek kriminologi adalah 
yang melakukan objek itu sendiri. Tujuannya adalah mempelajari apa 
sebabnya melakukan kejahatan dan apa yang menimbulkan kejahatan itu. 
Apakah kejahatan itu timbul karena bakat orang itu adalh jahat ataukah 
disebabkan karena keadaan masyarakat sekitarnya (Milliu) baik keadaan 
sosiologis dapatlah diadakan tindakan-tindakan agar orang tidak berbuat 
demikian lagi dan mengadakan pencegahan disamping pemidanaan. 
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Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran utama 
kriminologi adalah kejahatan dengan gejala aspeknya yang ditunjang oleh 
berbagai ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan dan penjahat, 
penampilannya sebab dan akibat serta penanggulangannya sebagai ilmu 
teoritis, sekaligus juga mengadakan usaha-usaha pencegahan serta 
penanggulangan atau pemberantasannya yang mempengaruhi terjadinya 
kejahatan dan sebab orang melakukan kejahatan. 
 Ilmu kriminologi tidak mengenal perbedaan antara pelanggaran dan 
kejahatan. Jadi semua pelanggaran jika dikaji dalam ilmu kriminologi 
disamakan dengan tindak kejahatan. Dengan ini penulis merasa perlunya 
turut memberikan penjelasan mengenai kejahatan. 
 Kejahatan menurut tata bahasa merupakan perbuatan atau tindakan 
yang jahat seperti yang lazim orang ketahui atau dengarkan. Dalam kamus 
Besar Bahasa Indonesia (1976:263) kejahatan diartikan sebagai suatu 
perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang telah 
disahkan oleh hukum tertulis. Kejahatan juga disebutkan sebagai perbuatan 
yang jahat yang melanggar hukum. Perbuatan yang jahat adalah 
pembunuhan, pencurian,penipuan, penculikan, dan lain-lainnya yang 
dilakukan oleh manusia (Soedjono Dirjosisworo, 1985:30) 
 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut 
KUHPidana) tidak disebutkan secara jelas mengenai defenisi kejahatan tetapi 
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kejahatan ini diatur dalam buku II mulai dari pasal 104 sampai pada pasal 
488 KUHPidana. 
Menurut A.S. Alam (2010:16) defenisi kejahatan dapat dilihat melalui 
dua sudut pandang, yaitu: 
1. Sudut pandang hukum (a crime from the legal point of view) batasan 
kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang 
melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya perbuatan itu kalau 
tidak dilarang di dalam perundang-undangan maka perbuatan itu 
merupakan bukan suatu kejahatan.  
2. Sudut pandang masyarakat (a crime from the sociological point of 
view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap 
perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dalam 
masyarakat, sebagai contoh seorang muslim meminum minuman 
keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa atau kejahatan 
dari sudut pandang masyarakat islam, dan namun dari sudut pandang 
hukum bukan merupakan suatu kejahatan. 
 
Bonger (Topo Santoso, 2001:2) mengemukakan bahwa kejahatan 
adalah perbuatan anti social yang secara sadar mendapat reaksi dari Negara 
berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-
rumusan hukum (legal definition) mengenai kejahatan. 
 
Dari beberapa pengertian diatas, dapat dijelaskan bahwa kejahatan 
merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma tertulis baik itu 
norma hukum maupun norma yang hidup dalam masyarakat yang berakibat 
timbulnya reaksi dari masyarakat maupun dari Negara berupa pemberian 
hukuman. 
 Namun demikian pengertian kejahatan itu sangat relatif (selalu 
berubah), abaik ditinjau dari sudut pandang hukum maupun ditinjau dari 





B.  Pengertian Pelanggaran  
   Untuk memberikan penjelasan mengenai pengertian pelanggaran lalu 
lintas, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pengertian pelanggaran 
itu sendiri dan pengertian pelanggaran yang dikemukakan oleh beberapa 
sarjana hukum. 
 Dalam KUHP membagi tindak pidana atas kejahatan (misdrijve) dan 
pelanggaran (overtredingen). Mengebai kejahatan itu sendiri dalam KUHP 
diatur dalam buku II yaitu tentang kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur 
dalam buku III yaitu tentang pelanggaran. Dalam ilmu pengetahuan hukum 
pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana, 
kejahatan dan pelanggaran, yaitu yang bersifat kualitatif dan yang bersifat 
kuantitatif. 
Menurut pandangan yang bersifat kualitatif. Artinya bahwa suatu 
perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang 
yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan yang bersifat 
kuantitatif (recht delicten), artinya suatu perbuatan dipandang sebagai 
perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan 
itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut 
pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana 
pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. 
 Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya“handen leer boek van het 




“Perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan 
pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif yaitu 
kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman lebih berat dari 
pada pelanggaran dan dengan ini nampaknya didasarkan pada sifat lebih 
berat dari kejahatan”. 
 
”Pelanggaran adalah (politis-on recht) dan kejahatan adalah (crimineel-
on recht). Politis-on recht itu merupakan perbuatan yang tidak menaati 
larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara. 
Crimineel-on recht itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan 
hukum”. 
  
Apabila hal ini dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dalam 
praktek sehari-hari di mana pemberi sanksi terhadap pelaku pelanggaran 
ternyata memang pada umumnya lebih ringan daripada sanksi pelaku 
kejahatan. Wirjono Prodjodikoro juga memberikan pendapatnya mengenai 
pelanggaran yang menyatakan bahwa:  
 “ Overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang 
melanggar sesautu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lebih 
daripada perbuatan melanggar hukum”. 
 
Dari beberapa pengertian pelanggaran tersebut diatas dapat 
disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut: 
a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. 






C. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas 
Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas ditata dalam sistem 
transportasi Nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya 
jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, 
selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan dengan biaya yang 
terjangkau oleh masyarakat. Lalu Lintas yang mempunyai karakteristik dan 
keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga 
mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan. 
Ramdlon Naning (1983:19) mengemukakan bahwa pengertian lalu 
lintas jalan adalah sarana komunikasi dan transportasi yang terdiri dari jalan 
(terbuka untuk umum), dan kendaraan (bermotor dan tidak bermotor) yang 
digunakan oleh manusia sebagai kegiatan hilir mudik (pergi pulang) untuk 
mencapai tujuan. 
 
W.J.S. Poerwadarminta (1983:555) mengemukakan bahwa lalu lintas 
adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik dan perjalanan di jalan dan 
sebagainya, serta perhubungan antara sebuah tempat tinggal dan lainnya 
(dengan jalan pelayaran,udara, darat, dan sebagainya). 
 
Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian lalu lintas dalam arti luas 
adalah hubungan antar manusia dengan ataupun tanpa disertai alat 
penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan 
sebagai ruang geraknya. 
Seperti dipahami bahwa sebenarnya seorang pengemudi kendaraan 
bermotor tidak menginginkan terjadinya gangguan kendaraan selama 
perjalanan. Baik itu gangguan ringan, seperti mogok sampai gangguan yang 
terberat. Selain si pengemudi tersebut yang akan mengalami keterlambatan 
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sampai ketujuan, gangguan tersebut dapat juga mengakibatkan timbulnya 
pelanggaran atau kemacetan lalu lintas. 
Ramdlon Naning (1983:19) menegaskan bahwa apa yang dimaksud 
dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang 
dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.  
 
Pelanggaran yang dimaksud diatas tersebut adalah sebagaimana 
diatur dalam pasal 105 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 adalah : 
Setiap orang yang menggunakan jalan wajib   
a. Berperilaku tertib; dan/atau 
b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan 
dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat 
menimbulkan kerusakan jalan. 
 
Maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan 
atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan 
perundang-undangan lainnya. 
  
Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang pengemudi menurut 
pasal 106 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 adalah : 
(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib 
mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. 
(2) Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib 
mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. 
(3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib 
mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan. 
(4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib 
mematuhi ketentuan: 
a. Rambu perintah atau rambu larangan. 
b. Marka jalan. 
c. Alat pemberi isyarat lalu lintas. 
d. Gerakan lalu lintas. 
e. Berhenti dan parker. 
f. Peringatan dengan bunyi dan sinar. 
g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau 




(5) Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap 
orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan: 
a. Surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba 
kendaraan bermotor ; 
b. Surat izin mengemudi; 
c. Bukti lulus uji berkala; dan/atau 
d. Tanda bukti lain yang sah; 
(6) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat 
atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib 
mengenakan sabuk keselamatan. 
(7) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat 
atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan 
penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk 
keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional 
Indonesia. 
(8) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang 
sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar 
nasional Indonesia. 
(9) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta 
samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang. 
 
Selain diatur dalam perundang-undangan lalu lintas, ketentuan 
mengenai pelanggaran lalu lintas juga diatur didalam KUHP (Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana) yakni pada pasal 511 KUHP yang berbunyi “ barang 
siapa diwaktu ada pesta arak-arakan, dan sebagainya tidak menaati perintah 
atau petunjuk yang diadakan oleh polisi untuk mencegah kecelakaan oleh 
kemacetan lalu lintas dijalan umum, diancam dengan pidana denda paling 
banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah”. 
 
Jadi dalam hal ini pengemudi kemungkinan dan akibat dari 
perbuatannya dalam berlalu lintas adalah merupakan perbuatan pidana. 
Dengan demikian pengertian pelanggran lalu lintas lebih sempit dibandingkan 
dengan pengertian pelanggaran pada umumnya, hal ini disebabkan karena 





Sedangkan mengenai ancaman pidana bagi pelanggaran lalu lintas 
menurut undang-undang lalu lintas adalah denda atau pidana kurungan. Jadi 
disini dapat disebutkan bahwa terdapat 2 (dua) golongan pelanggaran lalu 
lintas, yaitu: 
1. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan kesengajaan. 
2. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan tidak adanya unsur 
kesengajaan. 
Menurut Ramdlon Naning, bahwa lalu lintas yang aman, tertib, lancar 
dan efisien bagi terselenggaranya kegairahan serta aktivitas kerja menuju 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan, sebaliknya lalu 
lintas yang tidak aman, tidak tertib, tidak lancar, dan tidak efisien akan 
membawa kesulitan atau permasalahan di bidang lalu lintas, yaitu 
peningkatan kecelakaan, pelanggaran dan kemacetan lalu lintas dari tahun 
ketahun. 
 
Dengan demikian, untuk menghindari pelanggaran lalu lintas maka 
diharapkan warga mengetahui dan patuh terhadap peraturan-peraturan lalu 
lintas demi menjaga keselamatan jiwa dan harta, maka setiap warga harus 
mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang terdapat dipinggir jalan raya. 
 
1. Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas 
 Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang 
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan 








Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah sebagai 
berikut: 
1.  Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, 
membahayakan lalu lintas atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. 
2.  Melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan gangguan fungsi 
rambu lalu lintas, marka dll.` 
3.  Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak 
singgah di terminal. 
4.  Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa 
ban cadangan, P3K, dll.  
5.  Mengemudikan kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan 
yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas. 
6.  Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasangi tanda nomor 
yang ditetapkan POLRI. 
7.  Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM. 
8.  Pengguna jalan tidak patuhi perintah yang diberikan petugas POLRI. 
9.   Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan lakukan 
kegiatan lain/ dipengaruhi suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan 
konsentrasi dalam mengemudi di jalan. 
10. Mengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan 
pejalan kaki atau pesepeda.    
11.  Mengendarai kendaraan bermotor tidak penuhi persyaratan teknis dan 
laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll. 
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12.  Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan 
marka jalan. 
13.  Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi STNK, tidak dapat 
menunjukkan SIM, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan 
tanda lulus uji berkala  
14.  Mengemudikan kendaraan bermotor/penumpang yang duduk di samping 
tidak mengenakan sabuk keselamatan. 
15. Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan 
sabuk keselamatan dan mengenakan helm. 
16.  Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm SNI. 
17.  Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut 
penumpang lebih dari satu orang. 
18.  Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama 
pada siang dan malam hari dan kondisi tertentu. 
19.  Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan bolak/balik arah, tanpa 
beri isyarat dengan lampu weser atau tangan. 
20.  Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan pindah lajur/bergerak ke 
samping tanpa member isyarat. 
21.  Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara Kereta Api 
dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu 
Kereta Api mulai ditutup. 
22.  Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan. 
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23.  Mengemudikan kendaraan bermotor tidak pasang segitiga pengaman, 
lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau 
parker darurat. 
24.  Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan 
bermotor untuk ditarik, atau menarik benda. 
25.  Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan/lajur kiri, tidak hentikan 
kendaraan selama menaikkan penumpang, tidak tutup kendaraan selama 
berjalan.  
26.  Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak 
menggunakan kelas jalan. 
27.  Mengendarai kendaran bermotor umum berhenti selain di tempat yang 
ditentukan, ngerem, turunkan penumpang selain ditempat pemberhentian. 
28.  Mengemudikan mobil barang untuk angkut orang. 
29.  Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang 
menaikkan/turunkan penumpang lain disepanjang jalan. 
30.  Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus 
yang tidak dipenuhi ketentuan. 
31.  Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak 
patuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan. 
32.  Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat  
muatan dokumen perjalanan. 
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33.  Orang yang kemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, 
angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, 
angkutan barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin. 
34.  Tidak asuransikan tanggung jawabnya untuk ganti rugi penumpang, 
barang, pihak ketiga. 
35.  Tidak asuransikan awak kendaraan dan penumpang. 
 
2.  Dasar Hukum Pelanggaran Lalu Lintas 
Dalam pasal 316 ayat (1) Undang-undang No.22 Tahun 2009 dapat 
kita ketahui pasal-pasal mana yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan 
yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas. 
Pasal 316 ayat (1) adalah: 
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 274, pasal 275 
ayat (1), pasal 276, pasal 278, pasal 279, pasal 280, pasal 281, 
pasal 282, pasal 283, pasal 284, pasal 285, pasal 286, pasal 287, 
pasal 288, pasal 289, pasal 290, pasal 291, pasal 292, pasal 293, 
pasal 294, pasal 295, pasal 296, pasal 297, pasal 298, pasal 299, 
pasal 300, pasal 301, pasal 302, pasal 303, pasal 304, pasal 305, 
pasal 306, pasal 307, pasal 308, pasal 309, dan pasal 313 adalah 
pelanggaran. 
 
Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun 
dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan 
karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang 
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terdapat dalam pasal 316 ayat (1) Undang-undang No.22 Tahun 2009 (UU 
LLAJ) yang diatur dalam pasal-pasal yang berkaitan sebagai berikut :  
Pasal 274 adalah : 
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 
1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua 
puluh empat juta rupiah). 
(2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang 
mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2). 
Pasal 275 ayat (1) adalah: 
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi 
Isyarat Lalu Lintas, Fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengamanan 
pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau 
denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu 
rupiah). 
Pasal 280 adalah : 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang 
tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh 
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) 
bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).  
Pasal 281 adalah : 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang 
tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 
77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) 
bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). 
Pasal 282 adalah : 
Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan 
oleh petugas Kepolisiian Negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan 
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paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 
(satu juta rupiah). 
Pasal 283 adalah : 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara 
tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu 
keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi 
di Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling 
banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). 
Pasal 284 adalah : 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak 
mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima 
ratus ribu rupiah). 
Pasal 285 adalah : 
(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak 
memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca 
spion,klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat 
pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman 
alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto 
pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 
(dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda 
empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 
yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, 
lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, 
lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat 
pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, 
bumper, penggandengan, penempelan atau penghapus kaca 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat 
(2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau 
denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 
 
Pasal 286 adalah : 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat 
atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (3) 
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dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bualn atau denda 
paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 
 
 
Pasal 287 adalah : 
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 
melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan 
Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) 
huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan 
atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 
(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 
melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan 
Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 
106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 
(dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu 
rupiah). 
(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 
melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua 
ratus lima puluh ribu rupiah). 
(4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 
melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi 
Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan 
bunyi atau sinar sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, pasal 106 
ayat (4) huruf f , atau pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 
(dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
(5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 
melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf g atau pasal 
115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) 
bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu 
rupiah). 
(6) Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan yang 
melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan 
kendaraan lain sebagimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf 
h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau 
denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 
Pasal 288 adalah : 
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 
tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 
atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh 
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Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima 
ratus ribu rupiah). 
(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 
tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling 
banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
(3) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil 
bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak 
dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji 
berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf c 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau 
denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 
Pasal 293 adalah : 
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 
tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1) dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 
Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Sepeda Motor di Jalan 
tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak 
Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).   
Pasal 294 adalah : 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan 
membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu 
penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan 
atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu 
rupiah). 
Pasal 295 adalah : 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan 
berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 
Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
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Pasal 297 adalah : 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di 
Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 
Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). 
Pasal 299 adalah : 
Setiap orang yang mengendarai Kendaraan Tidak Bermotor yang dengan 
sengaja berpegang pada Kendaraan Bermotor untuk ditarik, menarik 
benda-benda yang dapat membahayakan Pengguna jalan lain, dan/atau 
menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan pidana kurungan 
paling lam 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp.100.000,00 
(seratus ribu rupiah). 
Pasal 300 adalah : 
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda 
paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 
pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang : 
a. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak 
menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau 
mengubah arah sebagimana dimaksud dalam pasal 124 ayat (1) 
huruf c; 
b. Tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau 
menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 
ayat (1) huruf d; atau 
c. Tidak menutup pintu kendaraan selama Kendaraan berjalan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 ayat (1) huruf e. 
 
3.  Pengertian Masif 
 Masif adalah sangat banyak atau sangat besar. KBBI mendefinisikan 
masif sebagai “utuh dan padat”. Definisi masif lainnya adalah “kuat dan 
kukuh”. Selain itu arti kata masif juga bisa disamakan dengan kata murni (jika 
mengenai logam mulia dsb). Kata massive dalam bahasa inggris, jika 
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diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh google translate berarti “besar-
besaran”, “ raksasa”, “massal” 
Jadi apabila dikaitkan dengan judul yang penulis bahas maka defenisi 
masif adalah adanya beberapa orang yang secara bersama-sama, beriring-
iringan, begerombol, berkelompok, atau secara massal melakukan sesuatu 
hal. 
4.  Pengertian Pengantar Jenazah 
 Pengantar Jenazah adalah beberapa orang yang secara bersama-
sama atau beriringan, bergerombol, berkelompok atau secara massal 
mengantarkan jenazah ke liang lahat. Biasanya para pengantar Jenazah 
menggunakan Kendaraan Bermotor untuk mengantar jenazah atau jalan kaki. 
5. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Pada awalnya, kejahatan hanyalah merupakan “cap” yang diberikan 
masyarakat pada perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak layak atau 
bertentangan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam 
masyarakat. ukuran pertama dalam menentukan apakah suatu perbuatan 
merupakan kejahatan atau bukan adalah norma-norma yang hidup dan 
dianut oleh masyarakat setempat, tentunya sukar untuk menggolongkan 
jenis-jenis perbuatan yang dapat disebut dengan kejahatan. Kesukaran ini 
muncul sebagai dampak dari adanya keberagaman suku dan budaya. Bagi 
suatu daerah suatu perbuatan mungkin merupakan suatu kejahatan, tetapi di 
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daerah lain perbuatan tersebut bisa saja tidak dianggap sebagai 
kejahatan.(Mansur,arief.2008:57) 
 
Kejahatan bukanlah konsep baru dalam sejarah peradaban manusia. 
Sejak manusia diciptakan yang dimulai dengan tindakan pembangkangan 
iblis terhadap perintah Allah untuk memberi penghormatan terhadap makhluk 
ciptaan Allah lainnya yang disebut manusia. Pembangkangan ini kemudian 
diteruskan dengan janji iblis untuk selalu menggoda manusia hingga akhir 
zaman. Konflik interest antara manusia dan iblis ini dapat dipandang sebagai 
embrio kejahatan. Bermula dari perasaan iri, sombong, dan dengki kejahatan 
itu dimulai. (Maskun.2011:49) 
 
Separovic (Weda, 1996:76) mengemukakan bahwa: Ada dua faktor 
yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu faktor personal, termasuk di 
dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) 
dan psikologis (agresivitas, kecerobohan dan lain-lain) dan faktor situasional, 
seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu. 
 
Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor yang berusaha 
menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu berkembanglah 
aliran atau mahzab-mahzab dalam kriminologi. Sebenarnya menjelaskan 
sebab-sebab kejahatan sudah dimulai sejak abad ke-18. Pada waktu itu, 
seseorang yang melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang dirasuk 
setan. Orang berpendapat bahwa tanpa dirasuk setan seseorang tidak akan 
melakukan kejahatan. Pandangan ini kemudian ditinggalkan dan muncullah 
beberapa aliran, yaitu aliran klasik, aliran kartografi, aliran tipologi, dan aliran 
32 
 
sosiologi berusaha untuk menerangkan sebab-sebab kejahatan secara 
teoritis ilmiah.  
Aliran pertama yaitu aliran klasik timbul dari Inggris, kemudian 
menyebar luaskan ke Eropa dan Amerika. Bagi aliran ini setiap perbuatan 
manusia didasarkan atas pertimbangan rasa senang dan tidak senang. 
Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk. 
Dengan demikian, setiap perbuatan yang dilakukan sudah tentu lebih banyak 
mendatangkan kesenangan dengan konsekuensi yang telah 
dipertimbangkan, walaupun dengan pertimbangan perbuatan tersebut lebih 
banyak mendatangkan kesenangan. Tokoh utama aliran ini adalah Beccaria 
yang mengemukakan bahwa setiap orang yang melanggar hukum telah 
memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan 
tersebut. (weda.1996:15) 
 
Aliran kedua adalah kartographik,aliran ini dikembangkan di prancis 
dan menyebar ke inggris dan Jerman. Aliran ini memperhatikan penyebaran 
kejahatan pada wilayah tertentu berdasarkan faktor geografikdanm sosial. 
Aliran ini berpendapat bahwa kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi-
kondisi social yang ada. 
 
Aliran ketiga adalah sosialis yang bertolak dari ajaran marx dan 
Engels, yang berkembang pada tahun 1850 dan berdasarkan pada 
determenisme ekonomi (Bawengan, 1974: 32) Menurut para tokoh aliran ini, 
kejahatan timbul disebabkan adanya system ekonomi kapitalis yang diwarnai 
dengan penindasan terhadap buruh, sehingga menciptakan faktor-faktor 
yang mendorong berbagai penyimpangan. 
 
Aliran keempat adalah tipologi, ada tiga kelompok yang termasuk 
dalam aliran ini yaitu Lambrossin, Mental tester, dari psikistrik yang 
mempunyai kesamaan pemikiran dan mitologi, mereka mempunyai asumsi 
bahwa beda antara penjahat dan bukan penjahat terletak pada sifat tertentu 
pada kepribadian yang mengakibatkan seseorang tertentu berbuat kejahatan 
dan seseorang lain tadi kecenderungan berbuat kejahatan mungkin 
diturunkan dari orang tua atau merupakan ekspresi dari sifat-sifat kepribadian 
dan keadaan social maupun proses-proses lain yang menyebabkan adanya 
potensi-potensi pada orang tersebut. (Dirjosisworo, 1994:32) 
 
Aliran kelima yaitu aliran sosiologi yang menganalisis sebab-sebab 
kejahatan dengan memberikan interpretasi, bahwa kejahatan sebagai “ a 
function of environment”. Proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda 
dengan tingkah laku lainnya, termasuk tingkah laku yang baik. Salah seorang 
tokoh aliran ini adalah Sutherland, yang mengemukakan bahwa perilaku yang 
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dipelajari di dalam lingkungan social, semua tingkah laku social dipelajari 
dengan berbagai cara. 
 
Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya 
sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam 
diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk 
melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri 
yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang 
kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. 
Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan 
sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari 
oleh faktor rumah tangga dan lingkungan. (hamzah,andi.1986:64) 
 
Beberapa aspek sosial yang oleh kongres ke-8 PBB Tahun 1990 di 
Havana, cuba, diidentifikasikan sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya 
kejahatan antara lain : 
a. Kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan), ketiadaan 
atau kekurangan perumahan yang layak dan system pendidikan 
serta latihan yang tidak cocok atau serasi. 
b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek 
(harapan) karena 81 proses integrasi social, juga karena 
memburuknya ketimpangan-ketimpangan social. 
c. Mengendurnya ikatan social dan keluarga. 
d. Keadaan-keadaan/ kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang 
yang beremigrasi ke kota-kota atau ke Negara-negara lain. 
e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan 
dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan 
kerugian/kelemahan dibidang social, kesejahteraan dan lingkungan 
pekerjaan. 
f. Menurun atau mundurnya kualitas lingkungan perkotaan yang 
mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya pelayanan 
bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga. 
g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern 
untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan 
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masyarakatnya, keluarganya, tempat kerjanya atau lingkungan 
sekolahnya. 
h. Penyalahgunaan alcohol, obat bius dan lain-lain yang 
pemakaiannya juga diperlukan karena faktor-faktor yang disebut 
diatas. 
i. Meluasnya aktifitas kejahatan terorganisasi, khususnya 
perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian. 
j. Dorongan-dorongan  (khususnya oleh media) mengenai ide-ide 
dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, 
ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleransi.  
 
6. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
kejahatan adalah masalah social yang dihadapi oleh masyarakat di 
seluruh Negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk 
dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran 
dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-norma agama, 
norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam 
undang-undang yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk 
menegakkannya terutama Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Namun 
karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban 
masyarakat maka wajarlah bila semua pihak baik pemerintah maupun warga 
masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat 
yang tenang dan damai.Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara 
langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian 
reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan 




Menurut Hoefnagels (Arif.1991:2) Upaya penanggulangan kejahatan 
dapat ditempuh dengan cara : 
a.) Criminal application (penerapan hukum pidana) contohnya: 
Penerapan pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal yaitu 8 
Tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya. 
b.) Preventif without punishment (pencegahan tanpa pidana) 
contohnya: dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku 
kejahatan maka secara tidak langsung memberikan prevensi 
(pencegahan) kepada public walaupun ia tidak dikenai hukuman 
atau shock therapy kepada masyarakat. 
c.) Influencing views of society on crime and punishment (mas media 
mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 
pemidanaan lewat mas media) contohnya: Mensosialisasikan suatu 
undang-undang dengan memberikan gambaran tentang 
bagaimana delik itu dan ancaman hukumannya. 
 Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. 
Dalam pengertian yang luas maka pemerintah beserta masyarakat sangat 
berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan 
melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk 
menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.(sudarto, 1981:114) 
 Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha 
pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana dan 
prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak efektifnya tugas 
mereka. Lebih jauh polisi juga tidak memungkinkan mencapai tahap ideal 
pemerintah, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan usaha 
pencegahan kejahatan. Oleh karena itu peran serta masyarakat dalam 
kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang sangat diharapkan. 
 Menurut Barda Nawawi Arief (2007:77) bahwa upaya atau kebijakan 
untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk 
bidang kebijakan criminal kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari 
kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan social yang terdiri dari kebijakan/ 
upaya-upaya untuk kesejahteraan social dankebijakan atau upaya-upaya 




Menurut Baharuddin Lopa (2001:16) bahwa upaya dalam 
menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, 
meliputi langkah penindakan (represif) dan langkah pencegahan (preventif). 
Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa (2001:16-17) meliputi : 
a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, 
yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan. 
b. Memperbaiki system administrasi dan pengawasan untuk mencegah 
terjadinya penyimpangan-penyimpangan. 
c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran 
hukum rakyat. 
d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya 
untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif. 
e. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para 
pelaksana penegak hukum.  
Solusi Preventif adalah cara-cara yang cenderung mencegah 
kejahatan. Solusi supresif adalah cara-cara yang cenderung menghentikan 
kejahatan sudah mulai, kejahatan sedang berlangsung tetapi belum 
sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah. Solusi yang memuaskan 
terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian bagi mereka yang 
menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga 
berguna sebab setelah kejahatan dihentikan pihak yang dirugikan sudah 
mendapat ganti rugi, kejahatan serupa masih perlu dicegah entah dipihak 
pelaku yang sama atau pelaku lainnya. Menghilangkan kecenderungan untuk 
mengulangi tindakan adalah suatu reformasi. Solusi yang berlangsung 








A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang penulis pilih yakni pada Kantor Polrestabes 
Wilayah Makassar yang terletak di jalan Ahmad Yani No.9 Makassar. 
B. Jenis dan Sumber Data  
1. Jenis Data 
a. Data Kualitatif 
Yaitu data yang diperoleh dari instansi terkait dalam bentuk 
informasi baik secara lisan maupun secara tertulis.  
b. Data Kuantitatif  
Yaitu data yang diperoleh dari instansi terkait dalam bentuk angka. 
2. Sumber Data 
a. Data Primer  
Yaitu data yang diperoleh dari instansi terkait dengan cara 
wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan 
dengan penelitian ini. 
b. Data Sekunder  
Yaitu data yang diperoleh dari dokumen instansi terkait berupa 






C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik 
pengumpulan data yaitu : 
1. Penelitian Pustaka (Library Research)  
Yaitu pengumpulan data dengan mempelajari literatur-literatur 
yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Yaitu pengamatan secara langsung terhadap obyek yang akan 
diteliti dengan cara: 
a. Observasi  
Yaitu pengamatan secara langsung pada proses kegiatan 
perusahaan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang 
hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. 
b. Wawancara 
Yaitu pengumpulan data dengan teknik wawancara 
langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan obyek 
yang akan diteliti. 
c. Dokumentasi  
Yaitu pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen 





D. Analisis Data 
Data yang diperoleh baik itu data primer maupun data sekunder lalu 
diolah dan selanjutnya dianalisis, baik secara kuantitatif maupun kualitatif 






















BAB IV  
PEMBAHASAN 
 
A. Data yang diperoleh mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya 
pelanggaran lalu lintas secara masif yang dilakukan oleh 
pengantar jenazah di kota Makassar 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada tanggal 3 
Desember 2014 sampai 9 desember 2014 di Polrestabes Makassar dan hasil 
wawancara terhadap pengantar jenazah di kota Makassar, telah diperoleh 
data bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan para pengantar jenazah 
melakukan pelanggaran lalu lintas di kota Makassar yaitu faktor dari diri 
sendiri (manusianya), tidak dikawal oleh pihak kepolisian, adanya keluarga 
jenazah yang memaksakan sehingga para pengantar jenazah ngebut, serta 
kurangnya kesadaran dari diri si pelanggar sehingga dibutuhkan suatu 
kesadaran, para pengantar jenazah sifatnya rombongan massa,berkumpul 
dan sifatnya irasional lebih menekankan emosional dari pada rasional 
sehingga gampang melakukan pelanggaran. 
 Selain itu alasan para pengantar jenazah ngebut-ngebut di jalan 
karena mereka kejar waktu karena menurut ajaran islam mayat (jenazah) itu 
harus cepat-cepat dimakamkan. Selain itu menurut ajaran islam jenazah 
harus dimakamkan sebelum lewat 5 waktu shalat sehingga mau tidak mau 
pengantar jenazah harus cepat-cepat membawa jenazah ke liang kubur 
meskipun harus ngebut di jalan, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan 
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berusaha memberikan atau membuka jalan bagi para pengantar jenazah 
lainnya. Hal tersebut para pengantar jenazah lakukan tidak lain hanya untuk 
kepentingan dan kebaikan jenazah itu sendiri beserta keluarganya.  
Dari data diatas, berikut penulis akan menjelaskan secara lebih rinci 
mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang 
dilakukan oleh pengantar jenazah di Kota Makassar yaitu : 
 Faktor dari diri sendiri (manusianya) merupakan penyebab utama para 
pengantar jenazah melakukan suatu pelanggaran lalu lintas. Oleh 
karena itu pelanggaran tersebut akan terus terjadi apabila manusianya 
itu sendiri masih melanggar sebab hal tersebut berasal dari diri 
manusia itu sendiri atau pengantar jenazahnya bukan dari orang lain. 
 Faktor tidak dikawal oleh pihak kepolisian adalah salah satu faktor 
penyebab para pengantar jenazah melakukan pelanggaran, sebab 
tidak ada yang mengawal serta mengawasi mereka sehingga para 
pengantar jenazah bebas melakukan pelanggaran. 
 Kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh para pengantar jenazah 
sehingga dibutuhkan suatu kesadaran dari pengantar jenazah itu 
sendiri agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas lagi. 
 para pengantar jenazah sifatnya rombongan massa,berkumpul dan 
sifatnya irasional lebih menekankan emosional dari pada rasional 
sehingga gampang melakukan pelanggaran. Oleh sebab itu bagi 
mereka melanggar tidak menjadi masalah. 
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 Adanya keluarga dari jenazah yang memaksakan sehingga para 
pengantar jenazah ngebut di jalan, hal tersebut juga berkaitan dengan 
ajaran islam yang menyatakan bahwa mayat atau jenazah haruslah 
segera atau cepat-cepat di makamkan dan tidak boleh lewat dari 5 
(lima) waktu shalat sehingga para pengantar jenazah mau tidak mau 
haruslah cepat-cepat mengantarkan jenazah atau mayat tersebut ke 
liang lahat untuk di kuburkan meskipun harus ngebut di jalan, tidak 
mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan berusaha memberikan atau 
membuka jalan bagi para pengantar jenazah lainnya. 
 
B. Upaya-Upaya penegak hukum dalam menanggulagi terjadinya 
pelanggaran lalu lintas secara masif yang dilakukan oleh 
pengantar jenazah di kota Makassar 
Upaya penanggulangan dalam hal ini untuk menyelamatkan sekaligus 
mengingatkan kepada masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran lalu 
lintas yang dapat mengakibatkan kerugian baik bagi diri pengantar jenazah 
tersebut maupun orang lain. 
 Morrality System 
Yang dilakukan dengan cara pendekatan moral untuk memberi 
kesadaran dan peringatan berupa himbauan kepada para pengantar jenazah 
serta masyarakat agar tidak melakukan penggaran lalu lintas seperti 
melanggar rambu-rambu lalu lintas, tetap menjaga keselamatan selama 
berkendara di jalan dengan cara tidak ngebut-ngebut di jalan, serta tidak 
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melakukan pemaksaan dengan cara membuka jalan secara paksa di tempat 
yang dilalui oleh para pengantar jenazah sehingga keselamatan para 
pengantar jenazah dan masyarakat lainnya dapat tetap terjaga. System ini 
biasanya dilakukan oleh ulama, para pendidik,dan penegak hukum. 
 Abolisimistik System 
Yang dilakukan dengan pendekatan kriminologis melalui 
mencari faktor penyebab untuk dapat menerapkan cara penanggulangan 
yang tepat. 
Dalam upaya penanggulangan tentunya melibatkan semua 
pihak diantaranya Pemerintah, Orang tua, Pendidik dan seluruh lapisan 
masyarakat mengenai kesadaran akan kesatuan kepentingan dan tujuan. 
Maka perlu diwujudkan dan dijadikan landasan utama serta motivasi dalam 
menanggulangi pelanggaran lalu lintas secara masif yang dilakukan oleh 
para pengantar jenazah di kota Makassar. 
1. Upaya Preventif 
Upaya preventif meliputi segala upaya untuk mencegah terjadinya 
kejahatan dan pelanggaran di kalangan masyarakat dengan mempersempit 
ruang geraknya dan mengurangi pengaruhnya terhadap aspek-aspek 
kehidupan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan memberikan informasi 
tentang pengaruh buruk dari suatu kejahatan dan pelanggaran. 
Sehubungan dengan penanggulangan secara preventif ini, menurut 
Ajun komisaris polisi Edhy Supriadi selaku Kaur Bin Ops di Urbin Ops(Urusan 
Pembinaan dan Operasional) dan Aibda Resky.S.H di Sub.Bagian Hukum 
44 
 
sewaktu wawancara dengan penulis tanggal 5 Desember 2014 menyatakan, 
upaya preventif yang dilakukan antara lain: 
a. Melakukan penyuluhan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas 
dan masyarakat sekitar dengan berkordinasi dengan pihak terkait 
seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, kepolisian dan pemerintah 
setempat minimal 3 bulan sekali. 
b. Memberikan himbauan kepada masyarakat dan utamanya 
para`pengantar jenazah melalui media cetak, TV serta pemerintah 
terkait agar tetap menggunakan helm dan tetap tertib selama 
berkendara di jalan. 
c. Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk melapor ke pihak 
kepolisian apabila ada jenazah yang akan di antar sehingga polisi 
bisa mengawal serta mengamankan para pengantar jenazahnya 
tersebut. 
Bahkan Kepolisian juga berencana menjadikan penyuluhan sebagai 
tempat utama untuk memerangi pelanggaran lalu lintas yang kerap kali terjadi 
di masyarakat sekitar kita.  
Dengan demikian usaha preventif dimaksudkan untuk mencari faktor 
penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas secara masif yang dilakukan oleh 
para pengantar jenazah di kota Makassar. Upaya preventif meliputi : preventif 





 Upaya Preventif Umum 
Upaya ini bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada 
masyarakat. perhatian dan bimbingan tersebut sangat dibutuhkan sebagai 
sarana untuk mencegah setiap tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai 
yang ada dalam masyarakat, antara lain : 
1.) Peranan keluarga 
Dalam hal ini peranan keluarga sangat penting sebab masyarakat 
khususnya para pengantar jenazah pastilah sangat dekat dengan 
keluarganya sehingga keluarganya dapat menasehati mereka untuk tidak 
ngebut-ngebut di jalan, tetap memakai pengaman saat berkendara dan tetap 
tertib sehingga keselamatan mereka tetap terjaga setiap saat. 
2.) Peranan pemerintah  
Pemerintah setempat dapat memberikan himbauan khusus kepada 
masyarakatnya baik melalui media cetak, TV, serta himbauan langsung yang 
diberikan oleh RT atau RW setempat kepada masyarakat agar tetap 
menggunakan helm saat mengantar jenazah dan tetap tertib. 
 Upaya Preventif Khusus  
Untuk lebih mengefektifkan upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas 
secara masif yang dilakukan oleh pengantar jenazah di kota Makassar maka 
orang tua atau keluarga, masyarakat, kepolisian, dan instansi-instansi yang 
terkait lainnya diharapkan dapat bekerjasama menanggulangi setidaknya 
dalam hal memberikan informasi satu sama lain sehingga semuanya dapat 
terkontrol dengan baik dan semua pihak yang terkait dapat mengetahui 
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sehingga pencegahan atau solusi apabila pelanggaran lalu lintas terjadi yang 
dilakukan oleh pengantar jenazah dan pada saat mereka ingin melakukan 
pemberontakan dan merusak fasilitas-fasilitas umum yang ada maka semua 
pihak yang terkait dapat mencegah hal tersebut terjadi. 
Kesiapan dan integritas aparat dalam upaya penanggulangan khusus 
ini diarahkan melalui bentuk-bentuk penyuluhan hukum serta pengawasan 
yang dilakukan pihak kepolisian. 
Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan 
memberikan himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya 
menjaga keselamatan selama berkendara dan tetap tertib sehingga kita bisa 
tetap selamat di jalan. Serta melakukan system pengawasan atau 
pengawalan kepada para pengantar jenazah apabila ada yang mengantar 
jenazah tetapi tidak tertib maka pihak kepolisian akan berusaha 
mengamankan dengan cara mengawal mereka sampai di tempat tujuannya 
sehingga mereka bisa tetap tertib dan aman.  
 
2. Upaya Represif 
Upaya represif dimaksudkan sebagai suatu tindakan untuk 
mengamankan para pengantar jenazah apabila pada saat mengantar 
jenazah mereka melakukan perusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum yang 
dapat merugikan diri mereka sendiri maupun orang lain, melakukan 
perkelahian di jalan, serta membuat kekacauan yang dapat mengganggu 
masyarakat sekitar maka polisi akan mengamankan mereka di kantor polisi 
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dimintai keterangan dan diberikan nasehat agar mereka tidak lagi melakukan 
perbuatan tersebut . Sehingga kehidupan bisa tetap aman, sejahtera tanpa 


























Dari uraian di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas 
secara masif yang dilakukan oleh pengantar jenazah di kota 
Makassar yaitu : 
 Faktor dari diri sendiri (manusianya) 
 Faktor tidak dikawal oleh pihak kepolisian 
 Para pengantar jenazah sifatnya rombongan, berkumpul dan 
sifatnya irasional. 
 Adanya keluarga jenazah yang memaksakan sehingga para 
pengantar jenazah ngebut di jalan.  
2. Upaya-upaya penanggulangan penegak hukum terhadap 
pelanggaran lalu lintas secara masif yang dilakukan oleh pengantar 
jenazah di kota Makassar yaitu : 
a. Upaya preventif : 
 Upaya preventif umum 
 Upaya preventif khusus 




B. Saran  
1. Saran penulis adalah dalam memberikan pemahaman berlalu lintas 
harus lebih ditingkatkan misalnya melalui penyuluhan tentang 
berlalu lintas agar para pengantar jenazah maupun masyarakat 
lainnya dapat pengetahuan yang lebih mengenai lalu lintas 
sehingga pelanggaran dapat berkurang dan dapat dihindari. Selain 
itu faktor keluarga menjadi salah satu hal utama yang dapat 
memberikan nasehat kepada para pengantar jenazah agar tetap 
tertib berlalu lintas, dapat menghindari berbagai pelanggaran yang 
ada sehingga tingkat kecelakaan dapat berkurang. 
 
2. Saran penulis dalam upaya penanggulangan ini adalah dari pihak 
kepolisian agar dapat mengawal para pengantar jenazah yang ada 
di jalan-jalan agar mereka bisa tetap tertib berlalu lintas sehingga 
keselamatan mereka dapat terjaga setiap saat. Dalam hal ini pihak 
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